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Terobosan

PEMERINTAH Kota Pontianak menyambut
baik atas pembentukan, sembilan unit koor-
dinasi wilayah yang membawahi satuan tu-
gas koordinasi dan supervisi pencegahan
dan penindakan oleh Komisi Pemberantas-
an Korupsi (KPK) Republik Indonesia.
Dari sembilan unit tersebut, Kalbar menja-
| di satu di antaranya. Pembentukan unit koordi-
| ~ nasi ini juga sehubungan pencegahan korupsi
pada delapan sektor pemerintahan daerah.
Delapan sektor tersebut yakni, perenca-
naan dan penganggaran APBD, Pengadaan
Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, Manajemen ASN, Optimalisasi Penda-
patan Daerah, Dana Desa, Pengelolaan Ba-~
rang Milik Daerah dan Manajemen APIP.
“Kali ini KPK mendorong optimalisasi
pendapatan dan penertiban aset, kita se-
mua daerah tingkat dua kabupaten kota
melakukan MoU dengan Bank Kalbar dan
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalbar
disaksikan oleh Gubernur dan Wakil Ketua
KPK itu sendiri,” ucap Bahasan. :
Bahasan, barharap dengan adanya MoU
dengan Bank Kalbar dan BPN kali ini da-

emerintah

pat menumbuh kembangkan Pendaparan
Asli Daerah (PAD) Pontianak. 2

- Selain itu, ia menegaskan kegiatan ini
merupakan suatu terobosan dari peme-
rintah pusat dan dikomandoi oleh KPK.

‘“Sehingga dengan kerjasama yang telah

dibangun ini akan memberikan dampak ter-

- hadap kenaikan PAD itu sendiri dan akan je-

las serta transparan,” ujar Bahasan.

Pihaknya akan sosialissasikan pada pe-
laku usaha seperti perhotelan dan resto-
ran, sehingga pajak yang mereka bayar
betul-betul dari sejumlah transaksi yang
ada. Tidak boleh ada main-main lagi dan
apabila ketahuan tidak jujur maka wajib
pajak akan diberikan sanksi. -

“Program ini akan diawasi oleh Korsup-
gah KPK dan pelaporan sesuai dengan
apa adanya. Selain itu, dilakukan pula

' upaya penertiban aset,” tegasnya.

- Bahasan menjelaskan bahwa aset-aset
harus terdata dengan baik. Saat ini untuk
aset tanah milik Pemkot Pontianak masih
ada 113 bidang yang belum bersertifikat
dari 1210 bidang aset Pemkot. (oni)
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